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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak berinternet dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl 

yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan oleh penafsiran futuristik dan 

penafsiran ekstensif, dalam hal ini hakim memperluas makna frasa 

pencabutan hak-hak tertentu pada pasal 35 ayat 1 KUHP yang kemudian 

oleh majelis hakim dikaitkan antara UU ITE dengan Pasal 10 huruf b KUHP 

mengenai pidana tambahan. Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan 

berupa pencabutan hak berinternet, sudah tepat secara teori penemuan 

hukum karena hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Tetapi hakim tidak mempertimbangkan bagaimana teknis pelaksanaan dan 

pengawasannya sebab penetapan sanksi pidana tambahan harus diikuti 

dengan teknis dan pedoman pelaksanaan sehingga dapat diterapkan. 

Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 

96/Pid.Sus/2023/PT BTN dengan menerapkan asas lex specialis derogate 

legi generali kurang tepat sebab pencabutan hak berinternet baik dalam 

undang-undang ITE maupun KUHP keduanya tidak mengatur mengenai 

pencabutan hak berinternet sehingga tidak ada yang perlu dikesampingkan. 
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B. Saran 

1. Bagi Majelis Hakim  

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 

71/Pid.Sus/2023/PN Pdl melakukan penafsiran hukum dengan 

menetapkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak 

berinternet, sikap yang diambil oleh majelis hakim adalah baik dengan 

tujuan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana revenge porn, 

akan tetapi pidana tambahan tersebut belum ada aturan pelaksanaan 

dibawahnya, oleh sebab itu ketika hakim melakukan terobosan hukum 

maka selain menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat hakim wajib 

teliti dan jeli dalam memperhatikan berbagai ketentuan-ketentuan 

lainnya, guna mewujudkan kepastian hukum dalam putusannya. 

2. Bagi pembentuk Undang-Undang 

Pencabutan hak kebebasan berinternet sebagai sanksi pidana 

tambahan dapat dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam revisi 

undang-undang ITE oleh pembentuk undang-undang akan tetapi ketika 

pencabutan hak berinternet tersebut dicantumkan kedalam perubahan 

Undang-Undang ITE maka perlu dilengkapi dengan tata cara pedoman 

pelaksanaan serta pengawasannya dalam undang-undang itu atau dibuat 

aturan pelaksanaanya dalam peraturan pemerintah. 
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